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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6832); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4890); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2021, Nomor 

202, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6718); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 
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6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 

Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota. 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 701 Tahun 2023 tentang 

Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan 

Barat Periode 2023-2028. 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BENGKAYANG. 

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bengkayang. 

KEDUA : Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Bengkayang sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak  

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum 

KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dengan diterbitkannya 

Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 

Anggaran 2025. 

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang 

Nomor: 290 TAHUN 2023 tentang Pembentukan 

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 

2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BENGKAYANG 

NOMOR 4 TAHUN 2025 

TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BENGKAYANG  

 

 

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BENGKAYANG  

 

NO NAMA 
JABATAN DALAM 

SATUAN TUGAS 

JABATAN 

KEDINASAN 

1 2 3 4 

1 Heribertus, S.E. Pengarah Ketua KPU Kab. 

Bengkayang 

2 Mujidi, S.Sos.I. Pengarah Anggota KPU Kab. 

Bengkayang 

3 Musa Jairani, S.E. Pengarah Anggota KPU Kab. 

Bengkayang 

4 Yopi Cahyono, S.Hut. Pengarah Anggota KPU Kab. 

Bengkayang 

5 Adrito, S.H. Penanggungjawab Anggota KPU Kab. 

Bengkayang 

6 Indra Yati, S.H. Ketua Sekretaris KPU Kab. 

Bengkayang 

7 Heru Purwanto, S.Sos. Sekretaris Kasubbag Teknis 

Penyelenggaraan 

Pemilu 

8 Chairunnisa, S.Kom., M.H. Koordinator 

Satuan Tugas 

Kasubbag 

Keuangan, Umum,  
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LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BENGKAYANG 

NOMOR 4 TAHUN 2025 

TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BENGKAYANG  

 

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BENGKAYANG 

 

NO JABATAN URAIAN TUGAS 

1 2 3 

1 Pengarah  1. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, 

strategi umum, pertimbangan, saran dan 

pendapat terhadap pelaksanaan kebijakan 

kepada Satuan Tugas Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang; 

2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus 

menerus untuk memberikan keyakinan yang 

memadai untuk tujuan organisasi; 

3. Meminta pertanggungjawaban kegiatan 

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bengkayang; 

4. Memantau dan mengevaluasi kegiatan 

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bengkayang. 

 

2 Penanggungjawab 1. Memberikan pengarahan dan menyusun 

kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan 

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern 
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Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bengkayang; 

2. Melaksanakan kegiatan Satuan Tugas 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bengkayang untuk menjamin 

kualitas; 

3. Bertanggungjawab, monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Satuan Tugas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bengkayang. 

 

3 Ketua 1. Membuat Laporan Satuan Tugas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bengkayang; 

2. Mengawasi pelaporan yang disampaikan oleh 

Operator Satuan Tugas Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang 

kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat secara berkala (bulanan, 

triwulan, dan tahunan); 

3. Menandatangani kartu kendali pada Laporan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bengkayang secara 

berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan). 

 

4 Sekretaris 1. Membantu Ketua Satuan Tugas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bengkayang dalam 

melaksanakan tugasnya; 

 

jdih.kpu.go.id/kalbar/bengkayang



 

2. Membantu mengoordinasikan dan 

menyusun Laporan Satuan Tugas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bengkayang. 

 

5 Koordinator 

Satuan Tugas 

1. Menyelenggarakan kegiatan Satuan Tugas 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan 

peraturan yang berlaku; 

2. Melaksanakan dan menerapkan Satuan 

Tugas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bengkayang. 

6 Anggota Satuan 

Tugas 

1. Mempersiapkan administrasi terkait 

Pelaporan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang; 

dan 

2. Menyusun bahan-bahan untuk Laporan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bengkayang kepada 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat secara berkala (bulanan, 

triwulan, dan tahunan).  

7 Operator Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

(SPIP) 

1. Mengelola Administrasi dan Keuangan 

pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Bengkayang; 

2. Menyampaikan Laporan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bengkayang kepada Komisi 
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